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     Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT  yang telah 
melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “Restriksi 
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Dalam Hal Penggunaan 
Ultrasonografi (USG) Oleh Bidan Praktik Mandiri ” ini dapat penulis 
selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai 
derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
     Tesis ini membahas mengenai ketentuan Permenkes 
No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi 
bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain dan 
hukum pelayanan kesehatan yang ideal untuk melindungi bidan dalam 
penggunaan USG hubungannya dengan kepentingan pasien.   
     Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari 
bimbingan, masukan, koreksi, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang 
sangat berarti bagi penulis. Dengan rasa tulus dan ikhlas serta dengan segala 
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program 
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3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister 
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Dosen 
Pembimbing 1  
5. Bapak Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.,selaku Pembimbing II  
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister IlmuHukum Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan 
keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 
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7. Bapak dan Ibu Staf Sekertariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga 
penyelesaian penulisan tesis ini. 
8. Orang tua dan mertua tercinta yang penulis sayangi dan hormati yang selalu 
memotivasi, mencurahkan doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya 
sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan 
lancar.  
9. Suami tercinta, Nurokhmat Fadli Sudirman, M.Pd.,M.Kes dan Anakku 
tercinta Nafeesa Fadlya Sudirman yang telah memberikan motivasi, 
dukungan, serta doa yang tulus. 
10. Teman-teman Kelas Hukum Kesehatan dan teman-teman Program Studi 
Magister IlmuHukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini 
dapat terselesaikan tepat waktu.  
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini semoga 
kebaikan dan bantuannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
     Tesis ini sebagai tugas akhir dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dibuat berdasarkan 
hasil peneliti. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan 
dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan  dengan 
diselesaikannya penulisan tesis ini diharapkan menjadikan titik awal untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu 
hukum khususnya dalam bidang kesehatan.  
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Penulis,  
 






HALAMAN JUDUL  ………............................................................. 
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  ……….……………. 
HALAMAN PENGESAHAN TESIS…….……………………… …. 
PERNYATAAN…………………………………………… ………. 
KATA PENGANTAR………………………….………………........ 











BAB  I  PENDAHULUAN  ............................................................... 7 
A. Latar Belakang Masalah  ...................................................... 1 
B. Perumusan Masalah .............................................................. 4 
C. Tujuan Penelitian  ................................................................. 5 
D. Manfaat Penelitian  ...............................................................5 
BAB II LANDASAN TEORI ............................................................ 7 
A.  Interpretasi Hukum  .............................................................. 7 
B. Fungsi Hukum……. ............................................................. 13 
C. Teori Hans Kelsen  ........................................................... 15 
D. Teori Utilitas……….. ....................................................... 20 
E. Bidan Prektek Mandiri……… ......................................... 24 
F.  Ultrasonografi  ................................................................... 28 
G. Penelitian yang Relevan  ...................................................... 32 
H. Kerangka Berpikir………………………………………….36 
BAB III METODE PENELITIAN  ..................................................... 37 
A. Jenis Penelitian  .....................................................................37 
B. Metode Pendekatan ............................................................... 37 
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum ......................................... 37 
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum  .................................. 38 
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum  ............................................ 38 
viii 
 
BAB IV  PEMBAHASAN…………………………………………… 40 
A. Restriksi Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dalam  
Hal Penggunaan Ultrasonografi  (USG) oleh Bidan 
Praktik Mandiri…………………………………………... 40 
B. Hukum Pelayanan Kesehatan Ideal untuk Melindungi 
Bidan dalam Penggunaan USG Hubungannya dengan  
Kepentingan Pasien………………………………………. 68 
BAB V  PENUTUP…………………………………………………… 80 
A. Simpulan………………………………………………….. 80 
B. Impikasi………………………………………………… 80 
C. Saran…………………………………………………….. 81  

























Gusti Ayu Utami, S301508002, Restriksi Penyelenggaraan Pelayanan 
Radiologi Dalam Hal Penggunaan Ultrasonografi (USG) Oleh Bidan Praktik 
Mandiri.  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Permenkes 
No.780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 
bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain dan 
menganalisis idealnya hukum kesehatan untuk melindungi bidan dalam 
penggunaan USG hubungannya dengan kepentingan pasien  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 
dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dengan sumber data sekunder 
berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam penelitian ini menggunakan teknik inventarisasi bahan-bahan hukum 
melalui cara manual disamping memanfaatkan indeks online dan dianalisis 
dengan menggunakan logika deduktif dan interpretasi. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Permenkes 
No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 
bersifat terbuka bagi tenaga kesehatan yang lain khususnya bidan praktek mandiri. 
Hal ini dilihat dari segi tata bahasa dalam Permenkes khususnya Pasal 3,  
disebutkan “Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri”.  
Bidan praktek Mandiri adalah salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan. 
Jadi, ada peluang bagi bidan praktek mandiri untuk menjadi bagian dari bentuk 
fasilitas pelayanan kesehatan yang diperbolehkan dalam menyelenggarakan 
pelayanan radiologi khususnya dalam penggunaan ultrasonografi. Hukum 
kesehatan yang Ideal bagi bidan untuk menggunakan ultrasonografi dalam 
praktek mandiri yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 
penyelenggaraan pelayanan radiologi bahwa bidan boleh menggunakan 
ultrasonografi dan selanjutnya diikuti oleh peraturan pelaksanaannya tentang izin 
dan penyelenggaraan praktek bidan bahwa bidan berwenang menggunakan 
ultrasonografi. 
Implikasi dari penelitian ini adalah belum adanya peraturan yang jelas 
mengenai kewenangan bidan praktik mandiri dalam menggunakan USG 
mengakibatkan keraguan bagi para bidan tentang boleh atau tidaknya bidan 
menggunakan USG di tempat praktik mandiri. Sebagian bidan mengannggap tidak 
ada peraturan yang melarang dan tidak ada peraturan yang membolehkan. Hal 
itulah yang menyebabkan dilemma bagi para bidan walaupun mereka telah 
mengikuti pelatihan, mendapat keterampilan dan pengetahuan serta sertifikat 
dalam menggunakan usg. 
 






Gusti Ayu Utami, S301508002, Restriction of Radiology Services in the Use of 
Ultrasonography by Private Midwife.  
Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
This research aims to analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / 
Per / VII / 2008 on Radiology Service Provision is restrictive (restrictive) or still 
open to other health workers and analyze the ideal health laws to protect 
midwives in the use of ultrasound in relation to the interests of the patient 
This research is normative law research. The approach used is the statutory 
approach, and the conceptual approach, with secondary data sources in the form 
of primary and secondary law materials. Techniques of collecting law materials in 
this research using techniques of inventory of law materials through the manual in 
addition to utilizing the online index and analyzed by using deductive logic and 
interpretation. 
Based on this research, it is found that Regulation of health minister 
(Permenkes) No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on Radiology Service 
Implementation is open to other health professionals, especially Independent 
Practice Midwives (IPM). It is seen from the aspect of grammar especially Article 
3, mentioned "Other health service facilities established by the Minister". The 
Independent Practice Midwives (IPM) is one part of the health care facility. Thus, 
there is an opportunity for private midwives to be part of the form of health-care 
facilities that are permitted in administering radiology services especially in the 
use of ultrasound. Ideal health laws for midwives to use ultrasound in Independent 
Practice are stipulated in legislation concerning the legislation of radiology 
services that midwives may use ultrasound and then followed by the 
implementation regulations of the license and implementation of midwifery 
practice that midwives authorized to use ultrasound. 
. The implication of this study is that the lack of clear rules on the authority 
of private midwives practices in using the USG has led to doubts for midwives 
about whether midwives should use USG in their Private midwife practice. Some 
midwives assume that there are no rules that prohibit and no regulations allow. 
This causes dilemma for midwives even though they have attended training, got 
the skills and knowledge and certificate in using USG. 
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